PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR
5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintahan
Daerah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa,;

bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi organisasi perangkat
desa, maka perlu dilakukan penyerasian terhadap masa jabatan
kepala urusan sebagai bagian dari perangkat desa,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 22);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
dan
BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 5 TAHUN
2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2008 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta diantara ayat (1) dan ayat (2)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Batas usia pengangkatan Kepala Urusan adalah paling rendah usia 20 (dua puluh)
tahun.
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(1a) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan pada usia
paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(2) Masa jabatan Kepala Dusun/Punduh adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih
kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Masa jabatan Kepala Dusun/Punduh sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ dan huruf d
berhenti karena:

a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.
(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ karena:

a. telah mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun bagi Kepala Urusan dan
berakhir masa jabatan bagi Kepala Dusun/Punduh;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan

c. melanggar larangan bagi perangkat desa.

(3) Dalam hal pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan huruf c terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan BPD.

Pasal I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30-'12-2008

BUPATI GARUT,
ttd

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 30-'12-2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

IMAN ALIRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 31






